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ABSTRAK

CATATAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan, maka perlu penyesuaian terhadap beberapa ketentuan.
Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat
(6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun
1965; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun
2019; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun
2013; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan
terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2016; PP No. 40
Tahun 2019; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan
Perpres No. 112 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 39
Tahun 2019; Keppres No. 88 Tahun 2004; Peraturan Bersama Mendagri dan
Menkes No. 15 Tahun 2010 dan No. 162/MENKES/PBI/2010; Permendagri No.
9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 8
Tahun 2016; Permendagri No. 74 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun
2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Permendagri No. 9 Tahun 2016; Permendagri No. 119 Tahun 2017;
Permendagri No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2019;
Permendagri No. 95 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019;
Permendagri No. 102 Tahun 2019; Permendagri No. 104 Tahun 2019;
Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019;
Permendagri No. 72 Tahun 2022; Perda Kab. Pamekasan No. 2 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini mengubah Ketentuan Pasal 1, Pasal 11, Pasal 37,
Pasal 51, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan menghapus ketentuan Pasal 95,
Pasal 96, dan Pasal 97.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2025
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